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BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.7.2.6/ \25" /HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NGULING

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nguling
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,
Kawasan  Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1
Tahun 2024;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;



28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 159 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Kecamatan Nguling Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU i Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nguling Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nguling Kabupaten
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Kecamatan Nguling
Kabupaten dalam menyusun RKA Perubahan Kecamatan Nguling
Kabupaten Pasuruan.
KETIGA : Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 - & — 2024,
Pj. BUPATI PASURUAN,
TEMBUSAN : ANDRIYANTO
Yth. 1. Inspektur Daerah
Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan.
3. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Pasuruan.
TELAH DITELITI
Pejabat Tanggal | Paraf
Sekretaris Daerah v?_
Asisten PKR r\
Kepala Bappelitbangda QN*
Camat Nguling
Kepala Bagian Hukum [}
Sekretaris Camat Nguling " k=
Kabid PPM Bapelitbangda <




PERUBAHAN
RENCANA KERJA AKHIR
(P-RENJA )
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LAMPIRAN : PERAT! R?N BUPATI PASURUAN
NOMOR :e0-7-2-L/1128" feTAHUN 2024
TANGGAL : |49 - & - 2024
BAB1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Renja Kecamatan Nguling adalah dokumen
perencanaan Kecamatan Nguling untuk periode satu tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Penyusunan Renja Kecamatan Nguling merupakan
tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi
dokumen Perubahan Renja Kecamatan Nguling yang definitif. Dalam
prosesnya, penyusunan  Perubahan Renja Kecamatan Nguling
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam awal RKPD.
Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahanl Kecamatan Nguling
dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan
rancangan Perubahanl RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Nguling,
evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Nguling tahun-
tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra
Kecamatan Nguling.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Nguling yang
dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian
proses yang berurutan, mencakup Tahap perumusan rancangan Renja
Awal Kecamatan Nguling, perumusan Renja Kecamatan dilakukan
melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. Pengolahan data dan informasi;

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Nguling;

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja
PerubahaKecamaan Nguling tahun lalu berdasarkan Renstra
Kecamatan ;

Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Kecamaan

Nguling tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamaan Nguling
dituyjukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan

Kecamaan Nguling dalam melaksanakan program dan kegiatannya,

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja
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program dan kegiatan Renstra Kecamaan Nguling, serta hambatan
dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamaan Nguling tahun-tahun sebelumnya,

laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamaan Nguling (kalau
sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD ( Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun
berjalan yang baru disahkan.

LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja OPD Kecamatan Nguling disusun atas dasar:

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Nomor 18
Tahun 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah- daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
Kabupaten dan Kota, yang tiap - tiap Provinsi ,Kabupaten, dan
Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan
Undang - Undang;

Undang-Undang Negara Republik Indonesian Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2
Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik IndonesianTahun
1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Republik Indonesian
Nomor 2730);

Undang-Undang Negara Republik Indonesian Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesian Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3851);

Undang — Undang Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
( RPJPN) Republik Indonesian Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4700);

Undang - Undang Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesian Tahun 2007 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesian Nomor 4723);

Undang - Undang Republik Indonesian Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesian
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11.

12.

Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 4725);
Undang - Undang Republik Indonesian Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Nomor 82 Tashun 2011, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234)sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesian Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6801 };
Undang - Undang Republik Indonesian Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Nomor 244
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587 ),sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 9 Tahunn 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesian Tahun 2015 Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesian Nomor 5679 );
Undang - Undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesian
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 6757 );
Undang - Undang Republik Indonesian Nomor Tahun 2023
tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesian
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 6841 );
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan , tatacara penyusunan, Pengendalian dan
evaluasi pelaksanana rencana Pembanguna Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4817 );
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2016

Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 588 )
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomotr
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72 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4578 );

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1990 );Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2021;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan.Ekonomi dikawasan Gresik-Bangkalan-
Mojokerto-  Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,Kawasan  Bromo-
Tengger— Semeru,serta kawasan Selingkar wilis dan lintas
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 225 });

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksananan
Pengarusutamaan Gender didaerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender didaerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927 );



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80

21.

22.

23.

24,

25.
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28.

Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
nomor 2036 ) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018 ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,Pengendalian dan
evaluasi Pembangunan Daerah,Tatacara evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta tatacara perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah,;

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ...... Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 - 2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12 );

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2023 Tentang RKPD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor.... Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten PasuruanTahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024



1.3.

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor.... Tahun ... Tentang
Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026,(Berita Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 Nomor.....);

30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 tentang Renstra
Kecamatan Nguling Tahun 2024-2026;

31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 159 tentang Renja 2024
Kecamatan Nguling;

32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 983 Tahun 2024 ttg P-
RENJA Kecamatan Nguling Kab Pasuruan .

MAKSUD DANTUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Perubahan Renja Kecamatan Nguling adalah

untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam

rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024

sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat

Kecamatan Nguling dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar

yakni tercapainya Visi Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan

Nguling adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Kecamaan Nguling disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

2. Perubahan Renja Kecamaan Nguling disusun untuk
mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan
target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi

Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Nguling.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Nguling disusun dengan
sistematika penulisan sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan outline sebagai berikut :
BAB1 : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2024
2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II
2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tuyjuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB IV : PENUTUP



BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KECAMATAN NGULING
2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II Kecamatan Nguling

Rencana Kerja Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
adalah penjabaran Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah dan Triwula II Th .2024 Kecamatan Nguling. Tercapai
tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah
disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan
kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban
yang dilaksanakan secara periodik.Terkait dengan hal tersebut
Perubahan Rencana Kerja ( P-RENJA ) Kantor Kecamatan Nguling
Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah
diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Nguling melalui tabel 2.1

sebagaimana terlampir.

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Isu-isu strategis pembangunan Pasuruan yang sejalan
dengan Tupoksi Kecamatan Nguling dapat dikategorikan dalam
uraian- uraian dibawah ini :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian
kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang
Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang
ada di wilayah kecamatan.

2) Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai salah satu OPD di
Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan
pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan
pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan
cepat,tepat dan akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya
dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan
atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan

prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara

normatif harus dikomunikasikan dengan = masyarakat.



Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

Periode Pelaksanaan : Tahun 20

Indikator dan target kinerja P kat Daerah yang ng pada RKPD :
IKU PD :
Target :
| Realisasi C Realisast Kinerja Pada Triwnian Tingkat Capainn
‘Fm-"l.!"#m‘ Turget Renstra pada Tahun | Kinerja Renstra s/d Tah -‘ﬂ.-n P, Realisasi Capaian Kinerja |Kinerja dan Realisasi| Realisasi Kinerjadan | Tingkat Capuinn Kinerja
No| Basarmn Program/ Kegiatan/ Sub Keglatan ( ) / Keglatan (output) / | 500 (s ht periode Renstrs) |  Renja Tahunn.1 | A°89ran Tahun 2024 (DA dan Anggeran Renja 2024 | Anggeran Renja s/d | daa A
| Bub Xayluten (2023) i | I (per mpril 2024) m w sy Tahun 2024 Renstra Tabun 2024 (34)
|
. % 7 5 6 7 o 10 11 12+ 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
% % ® K Rj ® K = 3 Rj 3 K R K 3 K
B[ ere nommtan e sl Klnerle D poatan] subkegiatan pada | 105 190.600.000 3.262.500 | Dolume o : 20 i fioa 20 i
: : = dok rencana, anggamn, dan evaluasi ] n n = Dokumen Dokumen
[ Jumlah Dokusien RKA-SKPD dan Laporan,
1 Dokumen Perangkat Daerah |Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 43 49,600,000 o | e 0 - o A o 0,00 o i oo
RKA-SKPD
Koordinasi den Pen; a0 Laporan Capaian Kinerja [ Jumlah Lapotan Koordinasi dan 15 J )
2 [ o Iehtians Realsei Kinesjn SKPD sinkronisnai perencanana PD = | Lapocaa 263000 a & ° o 0,00 o o 0,00
3 |Evalunsi Kinerja Perangket Dacrah phusiah Leporan fhmluasi Kocge 15 46.500.000 .o | e | e - ° | e 0,00 o d Ao
: & T =  yumilah Pemenuhan Administarsi } : 5 ‘ . T
2 |l i el a7 24.110.161.480( 100% 2.820.594.4968| 100% 884,463.480| 100% 281830 100% 1,680.445.310 | 100% 1,43 100% 1.680.448.310 | 700%
1 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :;‘,“‘m”‘““‘”"" Oaji dan Tunjangan 63 21.501.311.400) 21 Orang| 2.447.136.000 2 763508332| 2 712.609.364 21 1476114626 21 0,60 7n yatsasanas] = aae
Jumlah pembayaran Jasa Petugas .
2 | P A A Tugas ASN Penunjang Knpﬂ tan Kantor/ Lapangan 12 2.184.678 000 Dokumea 235478406 12 111463248 12 83.372.436] 12 194.835684 12 058 12 194 8353 684 12 8,92
melalui perjanjian/ perikatan b
Jumlah pembayaran honosarium
ak Penatausahann dan Verifikasi [pejab haan 2 ‘
3| D XFD ki A pol et y 12 334,162,080 R 37.980.000 12 9.493.000| 12 12 9.495.000| 12 0,36 12 9.493.000 12 2,84
barang/jasa
;_II in Barang Milik Daarah pada 7 han sdm BMD a7 16382300 100% | 100% | 100% 100% - | 100% 0,00 100% A 100w | opo
i
P Pert Kebutuhan Barang Milik  |Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 3 . b
! |Daerah SKPD Dacrah SKPD ? B0k Laporan g o ‘ o o 0,00 o o o
6
2 |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD "l b ".’l';m"::';';x;‘h““ Derung 18 8.782.200 gt 1 e ° o o 0,00 o § o0
| Kep Dasrah e 2t 293 324,000,000, 100% - 100% -| 100% 100% -| 100% 0,00 100% .| 100 000
1 |Pengadasn Pakaisn Dinas Beserta Atrbut Peienghapasnya [ X7iah POASC Palaion D beserta At 9 40.300.000 3 pakec ° o o o 0,00 o 0 000
] i o m Dokumen Hndl:m dan Pengelahan ° M" 3 o . o o . o 0,00 o - o 0,00
3 |Koord. dan Pelaksanaan Sistar Informasi Kepegavaian [miah Dokurmen Hash Koordinas dan 18 o | e 4 o o Jd oo 0,00 o 5 .00
oring, Evaluasi, 3
4 |Monioring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegavai ;m;;“ g , dan 13 19.300 000 - 4 o A e o e 0,00 o o 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawal Berdasarkan Tugas dan  [Jumiah Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi . ]
5 |rungsl yang Mengikusts Pendidikan dan Pelatihan - 1oapmacy S0y “ 0 o o 0,00 0 0 0.00
2 Jumiah Orang yang Mengikuti Bimbingan
6 Teknis Farsnian 9 Teknis Implementasi Peraturan Perundang - 14 38 Orang o e o Jd e 0,00 5 N 000
Undangan Undangan
7 Persturan rg-undang Jumiah W;:mm 5"':‘“ 114 64.500.000| 38 Orang ° A4 e ° d oo 0,00 1 5 i
|
s l Umum  Daarah iz 246 1.373.764,800 100% 99,689,100 100% 10.941.000| 100% 100% 18.693.000 | 100% 0,19 100% 100% 878 t
Penyedinan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan.  Jumiah Paket Komponen Instalasi Listrik/ ¥ 3 Paket 2,468,000 g
! |Bangunan Kantor [Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | *° 4e:500-000) ¥ g 9 13 Pakt 440.500 | 13 Paket| 0,18 s w0300| 3 0,80




Realisasi Capaian
Reatisas Pada Tri <
Indfintor Kinecis Frogram Terget Renstra pada Tabun | Kinerja Renstras/d Tacget Mipacis dax Tt i Realisasi Capaian Kinerjn um-j“.'.‘da.a Toiiausi| Realistsl Kinerja dan | Tingeat Capaian Kiseris
No Basaran Program/ Kegiatan/ Sub { / Kegiatan ! 2026 (Akhir Periode Renstra) Renja Tahun n.1 Anggeran Tahun 2024 ( DPA i gt S0 AAppss A A Renstra s/d dan Reallsasl A
S (2020) M 1 (per april 2024) m v -y Tahan 2024 Roustra Tahun 2034 (4]
= = 5 A 5 6 o 10 11 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
K Rp [ 3 Rp K Rp 3 Rp Rp K Rp K Rp K Rp 3 Rp
Yinns Peral S - Jumiah Paket Peralatan dan Perlengkapan g
2 dan P Kantor Kantor yang 2l %0 $4.500.000| 10 Paket 14.626.600 o 3 5.561.250 1§ 10 Paket 5.561.250 | 10 Paket 0,38 s 5.561.230 s 5,88
3 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor J“L.. "“m‘m Bibian Logke KantoeymnD a8 34.800.000) 15 Paket 4 o o " 18 Pakst | —_—— 0,00 " 1 . s
Jumiah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
4 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga I okan 0 64,300,000 20 Paket 2.396.000 [ o 20 Paket - |20 Palkee 0,00 o > o 0,00
. Jumiah Paket Barang Cetakan dan
5 |Penyediann Barang Cetakan dan Penggandaan P ndaan yang D b a0 109.500.000) 10 Paket 7.896.000 o 1 783.000 10 Paket 785.000 | 10 Paket| 0,10 1 785,000 1 0,72
¢ |Penyedinan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang |Jumish Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 5
Perundang-Undangan yang Disediakan - 0,00 0,00
—— 3 5
7 |Pesilitasi Kunjungan Tamu Jurniah Laporan Fasiitasi Kunjungan Tamu 9 64,500 000 6.487.300 o - o 3 Laperan 3 o 0,00 o 0 0,00
: Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat 5 s
8 [Penyelenganrnan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD [ 11750 S0P0000 PV Eeroaron 15 937,264,800 63.813.000| 3 10.941.000) 1 963.250 S Laporan 1gosaso |, O 018 1 11.906 250 1 137
2 3 - | Jumish Penatausahaan Arsip Dinamis pada
9 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD i 0 o o o o A e 0,00 3 5 F7a
Pelnk Sistem F b Jumiah Sistem 4
10 |Berbasia Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronk pada SKPD ) 19.500.000 Dokumen, ¢ 9 o o o 0,00 0 1 o 0,00
Pengadaan Barang Millk Dasrah Penunjang Urusan ERee RSl 4 . i <
6. Sl Barang Millk Dasrah Penunjang 114 §23.500.000| 100% 15.266.940| 100% +| 100% 16.265.000 1 16.255.000 | 100% 1
iz o UrusasPemerintah Daerah 3 008, o 1 1,00 100% 15.265.000| 100% 291
3 ) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas
Pengadaan Kendaraan Peror: Dinas ata: 5 5 ;
[ st s e e Bz‘_.u Kendarann Dinas Jabatan yang o Unit | e 0 Unit 2| usi 0,00 0 ° 0,00
nediakan
2 |Pengadann Mebel Jumlah pengadean mebel yang diadakan Y 214.500.000 25 Unie J e o 25 Unie - | 23 Unie 0,00 0 o 0,00
[ X
| alitan
| 3 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya m“’. e S e o 7 239,200,000 10 Uaic 15265940 0 2 15.233.000 10 Unie 16.355.000 | 10 Unit 1,00 2 1n.233000| 2 5,88
| :
4 |Pengadann Auet Tetap Lainnya IS A T bR 9 49.500.000 3 Unit 0 o 3 Unit G 0,06 4 5 o
| 5 |Pengadann Sarpras Pendulkung Gedung Kantor atau dizolat U'“‘{:l":": e -
Bangunan Lainnya Pendulung Geding Kantar ateu - 0,00 . 0.00
Bangunan Lainnya yang Disediakan
nyedisan Jasx Penunjung Urusan ¢ Pe: smenuban Jass Penunjang e A ) :
7. | Dasmn Druss Pemorintabaa Dasrah %0 316.898.060 100% 23.746.550| 100% 3.602.131( 100% 4.425.161 100% 8.027.272 | 100% 034 100% ‘woarama| 106w s
: Jumlah Laporan Penyedinan Jasa Surat 12
| 1 [Penyedinan Jasa Surat Menyurat pmsceaioy 36 4 e o | o2 00 5 " e
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan  |Jumlah pembayaren telpon, air dan 12 B
Bl et it oD 36 13.500.000 - 23746330 3 ae02am| a3 4.425.151 s.0a7.ama| '? 0,34 6 sozrama) 69,46
Jumlah Laporan Penyedinan Jasa
3 |Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengh Kantor  {Perala dan Perlengk Kantor yang 193.898.060) 3 o ] o 3 3 0,00 0 ° 0,00
= Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3
4 |Penyedinan Jasa Pelayanan Umum Kantor e = yoog Disedi 9 109.300.000| L 0 o = e 0,00 0 ° 0,00
Urusan Ms.mmamm | 103 853.500.000 100% 61.473.278( 100% 4.638.077 100% 10.720.100 | 100% 16,358,177 | 100% 0,580 100% 16.358.177 100%
Penyedisan Jasa Pemelih biaya Pemelih Jumlah Kend P Dinas atau] i s B
| |dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipebhara o 20 47.573.278 3 4638077 9.345.100 | Unit 13.983.177 | Ui
Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pejaknya : nic 039 9 13983477 9 0,00
Ponyedinan Jaea Perelih Binya Pemclha Jumiah Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala .
2 |Pajak, dan Periznan Kendaraan Dinas Operasional L o0 o /Opeznaional 60 454.500.000| 20 Unit 41 e 0 .| 20 Ui 0,00 é s 0,00
atau Lapangan
3 |Pemecliharnan Meubelair [Jumlah Mebel yang Dipelihara 9 19.300.000| 3 Unie d e o 3 Unie 0,00 ° 0,00
4 |Pemelihnraan Peralatan dan Mesin Lainnyn ‘;‘""’mm ’fm:l b Pl dart x 115.300.000) 9 Unit 6.660000| 0 2 1.575.000 [ 1.375.000 | 9 Unit oat ] —— - e
Lainn, - '
| Pemeliharaan/ Rebabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi . y
5 |Bangunan Lainnys Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 121800,000 1okl Tiasokco] o e ! Loknsi - |1 Lokasi 0,00 o o 6,00




Realisnsi Capaian Tingkst Capaian
Realisas a Pada Triwnlan
Fgicatce Rinec)s Frogrom Target Renstra pads Tahun | Kinerja Renstra a/d e o ap Realisasi Capaian Kinerja |Kinerja dan Rentisast| Eotisus! Kinerja dan | Tingat Capalan Kinerja
No Basaran Program/ Kegiatan/ Sub Keglatan (: | Kegiatan (output) / > Anggaran Tahun 2024 ( DPA sid dan
it 2026 (Akhir Perlode Renstra) | Renja Tahun n-1 DR § dan Anggaran Renja 2024 | Anggeran Renja Tah Renstra Tah 7
egintan (2023) I (per april 2024) Tahun 2024 (%) un 2024 i un 2024 (%)
3 2 . 7 5 3 T 12= B+9+10+11 13 = 13/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
K R K R| K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K 3
T o Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
. i 3 139.500.000| 1 Lokaai 4 o e i - i 0,00
6 | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya g‘;m‘:;‘m:rm:m“' L.} 940 1:Lakiad 1 Lokasi o ° ©.00
Hoordis nyelenggarann s P S8 ey | Lig s A0 | ey 44 o, o
L a1 Tingeat Keoamatan Kagiah Y < aklogem j . £:300,000| Regett Magietas
Koardinasi/ Sinergi F dan Pelak Jumlah P dan Pelak % A
1 |Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan |Kegiatan Pemerintahan dengan Perangicat 18 183,660,000/ 32.714.400| 2 13.204.000, © 13.204.000 Laporan 0,40 2 13.204.000 2 7,19
Instansi Vertikal Terkait Daes e
— P _ | Jumtah Dokumen Peningkatan Efektifitas 4 B
2 e Kegiatan Pemerintahan di Tinglat 12 304,300,000 0 | e - | Daxume. 0,00 o o 0,00
Tingkat Kecamatan ksl Dokumea, n \
Penyslenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak: i 14 14 i :
dilaksanakan oleh Unit Kerja Porangiat Dasrah yang|Jumiah kagiatan pelayanan kepada a2 754,500,000, 24, 5y 2 | Hegiata. | Kegiata 0,00 14 | e
Ada di Kocamatan masyarakat di bidang adminduk g X | ewatna o . | Keglatan. Heglatan
|Penings i A Pel humlah pemberian layanan administrasi 14 1 &
! [kepada Masyosakat di Wil Kecamatan kependudukan e ket Kegiatan | @ 1 e s = IO o " I 0.00
I nann Urusan I [ 3
] yang Dilimpahkan|Jumlah Laporan Pelaksannan 26 64,600,000 6 o e g Joos e S i b o
2 |mm- Camat Lain y 45 Laporan Laporen | L Laporan 000 Lepesan & Laporan
Plakeanaan Unusan Pemerinthan yang terkait dgn  [Jumlah tugas pelimpahan kewenangan ] i
bk Lain yang Dilimpah Pemungutan PBB-P2 % Eraog.00 12 Bake o o 12800 *| Puten L 2 o 0.00
H 5 : o . R ¥ 'a y 4 = TR e a ik TIRE]
) PR, ] P ; o S date 030 : 12 Bulan [k azarscof M3 | o@ 13 Bulan 2.237.500 | 12 Buln oas
B souies ) . Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerj
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegintan ; dan Kegintan Pt bard mywacs Massier st g 3 -
I |Pemberdayamn Masy ynng dilakulenn olch Pemerintah |50 PR LT 0 LTI dan 9 734,500,000 A 4 o o Dokums 0,00 0 i 000
dan Sreaita di Wil Kegja Koo Swoata di Wilayah Kerja Kecamatan a
; : Jumlah Efektifitas Kegintan
Peningkatan Efektifitas Kegintan Pemberdaynan | ' s .
? | Masynrakat di Wilayah Kecamntan :‘:‘:‘.':'i:“" Masyarakat & Wilayah 18 52.363.000 Tesiinn a.ses000| 0 3 aaarseo0| ° 0,62 3 2227300 3 435
T 1 R - ;- S S %
1 s ddisy Fenyelen 27 14, 100% 109.444.000| 100% -| 100% -| 100% 0,00 100% | 100% ]
4 Hatortiban Umum |Katertiban Umum j 4 i al
Sl e ’ Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Negara Republik Iadonesia, Tentara s o 6
1 |Ind Tentara Neaional Indonesia dan Instanai [ Ed 1 e Ttk Vartd 18 49.300.000/ = 100.000,000 o il 0,00 o o o 0,00
Vertikal di Wilayah Kecamatan s Wilayah K“"“mm Lap Lapar
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan | Jumlah Harmenisasi Hubungan Dengan 3 s )
2 (Tokoh Masyaraknt Tokoh Agamn dan Tokoh Masyarakat » 354,800,000 Lici o4s000| o ° Laporsa| 0% o i 0,00
b da an Bards dan Porkadn (LTPiantntasl Relontuns yeag ade o - o | e 4 o oo | e o Lt
’ uml Koordinasi/ Sinergi
Kaord | Sinerg Dengan Perangkas Daceah yong Tugas L ‘h‘;’m.,“' i
] el .,d"E’m'“ linian ¥ inya di Bidang P k 0 - ] 0 0 - e 0,00 o . o 0,00
Perund ; /atau W | perundang- Undangsn dan/ atau
Republic Indonosia Kepolisian Negara Republik Indonesia
S i !
30 193.500.000) 1 Bulaa - !
; Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam a
\ Fasilitasi Penyusunan Paraturan Desa dan Persturan rangka Penyusunan Peraturan Desa dan = 79.500.000 3 i 0 § N 000 o h 4 o
Kepala Desa Peraturan Kepala Desn Delomen -
| Jumlah Dokumen yang Difasilitani dalam | 3
2 | Paaili ini i Tatn han Desn rangka Adminiatrasi Tata Pemerintahan 9 49,500.000 . 1663000 o 0 - | Dekume 0,00 o e 0,00
Desa n
2 : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam
5 |Fasilitasi Pengeiolaan Keuangan Desa dnn e e B iy o ) e . L. =
Pendayagunaan Aset Desa Pe: Asct Dosa




Realisasi Capaian Roalisast Kinerja Pada Triwalas Tingkst Capaisn
i s W’, Kinesin Frogeam ;| Terget Renstra pada Tabun | Kinesja Renstra a/d “"m;m ll R Reatisasi Capadan Kinerjn | Kinerjn dan Realisasi| 2onlisasl Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja
Bo| Suwra - r \ et oy )/ | 2026 (Akhir Periode Renstra) |  Renja Tahun .1 |A7EE%T0 S} dan Anggaran Renja 2024 | Anggeran Renja Afds ) idea Acgeran
(2023) II (per april 2024) m Tahun 2024 (%) Tahun 2024 Renstra Tahun 2024 (%)
5 3 4 . 5 6 7 9 12= B+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
] Rp = Mo Rp K Rp K Rp 3 Rp K Rp K Rp
o N Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka
Paailitasi Pelaksannan Tugas, Pungsi dan Kewnjiban ™ !,
* |Lembaga Kemasyarakatan DAl Taab P, dan ° = = = % - B 0,00 0,00
" Jumlnh Dokumen yang Difasilitasi dalam
Fasilitasi Pengelolann Keuangan Desa dan
s rangka Pengelolann Keuangan Desa dan o - - - - - s H 0,00 " . N
Pendayagunaan Aset Dean ysgunaan Aset Desa 0,00
Foailitnai Sink Jumlah Dokumen Sinkronisasi
3 Perencanaan Pembangunan Dacrah [ s s & 0,00
Dartah Dengan :Pgmn.zm Desa A Pemt Dean 0,00
Fasilitasi Penyelenggnraan Ketentraman dan mhh l..pam. pemantauan keamanan | 4
7 |Ketertiban Umum Pilkades 2 Bap00.000 Lapacan ] e 2 f{ 4 Laporan g 0,00 0 o 0,00
JUMLAE ANGGARAN 30.340.121.540 3.171.424.364 916.848.678 836.361.581 1.763.210.259 4,49 1.753.310.350 578
Rata-ratn capaian kincrja PROGRAM [%)]] =
Predikat Kinerja PROGRAM| g
Rata. ratn capaian kinerja KEGIATAN (%)] :
Predikat Kinerja KEGIATAN[ % i
Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%)] 7
Predikat Kinerja SUBKEGIATAN B ;

lder dan seluruh Staff juga peran serta

Tanerja ;

Jukan dalam trwulan berikutnya :

lukan dalam Renja benkutnya :

diakibatkan SDM belum banyak

informani sudah tidak manual tetapi melalu 1T,
ihalk

jaran r.erkau_

KETERANGAN FREDIKAT KINERJA

INTERVAL NILAL PREDIKAT KINERJA
919% - 100% SANGAT TINGGI
76% - <91% TINGGI
66% - <76% SEDANG
519% - <66% RENDAH
0. <51% SANGAT RENDAH

Pasuruan, 31 Mei 2024
CAMAT NGULINO

Pembina
NIP. 19690411 199202 1 001




3)

4)

5)

Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan
kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong
berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas
aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian
pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur
yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki
persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam
meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan
penambahan jumlah aparatur ;

Pembinaan mengenai pembina kewilayahan, yakni arah
pengembangan diarahkan sesuai dengan pola pengembangan ;
Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai OPD yang
mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Selain isu - isu penting di atas ada juga beberapa isu
penting di tahun 2024 ini sesuai dengan proyek strategis.
Peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah untuk
mendukung transformasi ekonomi inklusif adalah tema kita di
tahun 2025.0leh sebab itu Kecamatan Nguling yang merupakan
wilayah Kabupaten Pasuruan paling timur, tentunya merupakan
Kecamatan yang sebagian besar warga yang tinggal di daerah
pantura khususnya Desa Kedawang dan sekitarnya.Kecamatan
Nguling memperoleh intervensi proyek penambahan 20 desa
ODF ( Open Defecation Free ) tersebut. Dari 15 desa yang ada di
Kecamatan Nguling masih sisa 5 desa yang masih belum ODF
(Open Defecation Free) di mana desa tersebut masih belum
memiliki akses Buang Air Besar di jamban sehat.Dari 5 Desa
yang belum ODF hanya 4 Desa tahun 2025 nanti yang akan
terekomendasi memperoleh peluang untuk ODF yaitu Desa
Kedawang; Kapasan; Watestani; dan Sebalong.

Kecamatan Nguling juga memiliki Desa yang sudah
diresmikan sebagai desa wisata yaitu Desa Penunggul, yang
mana wahana yang dimaksud adalah wisata mangrove.Wisata
mangrove ini selain memperkenalkan betapa pentingnya

tanaman mangrove untuk menahan abrasi atau pengikisan air



laut sehingga digalakkan penanaman pohon mangrove secara
berkala.

Tanaman mangrove selain sebagai penangkal pengikisan oleh
air laut juga bisa dibudayakan untuk makanan ringan yaitu
keripik mangrove yang diambil dari buah pohon mangrove itu
sendiri.Meskipun pada kenyataannya belum banyak masyarakat
yang mengetahui bahwa buah mangrove bisa diolah menjadi
makanan yang bisa kita konsumsi. Jadi harapan kami ini akan
dapat mendukung program pemerintah terkait prioritas
pembangunan dengan tema Peningkatan kualitas SDM dan daya
saing daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Nguling
meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan
eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa
daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun
eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi,
yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal
organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci

keberhasilan antara lain :

N Lingkungan Internal Lingkungan Eksternal
o
Kekuatan | Kelemahan Peluang Ancaman
1 |Kekuatan |Jumlah dan | RPJMD Prasarana
hukum kualitas Kabupaten wilayah  yang
tentang SDM yang |Pasuruan masih rendah
tugas belum 2005 - 2025 |dan kurang
pokok dan | memadai Tahap kedua | memadai
fungsi (2010 -2019)
kecamata
n
2 | Adanya Lemahnya Tuntutan Kebijakan
alokasi pelaksanaan | kualitas instansi teknis
anggaran koordinasi penyelenggara | yang kurang
bagi dengan an pelayanan | mendukung
kecamata | pemerintaha | publik dan | pemberdayaan
n nkabupaten |akuntabilitas | masayarakat.
dan instansi | pemerintahan
teknis
lainnya




Adanya Belum  tert | Komitmen Kecenderungan
sarana dan Bupati dalam | masyarakat
dan lemahnya pemberdayaan | untuk
prasarana | sistim masyarakat mengabaikan
administrasi | danpeningkata | peraturan dan
organisasi n kualitas | kewajiban yang
prasarana mengikat
wilayah  dan
pelayanan
publik
Keterkaitan
institusional
(koordinatif)
pemerintahan
yang ada di
wilayah
kecamatan
Diklat Kondisi
peningkatan ekonomi
kualitas masayarakat
aparatur yang mengalami
penurunan
kualitas.
Kehidupan

sosial, budaya
dan
keagamaan
masyarakat

Kebutuhan
akan rasa
aman, tertib
dan tentram




BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya
tujuan strategi ini, maka Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam
memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima
tahun ke depan dengan mempertimbangkan Sumber Daya dan
kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini juga
memungkinkan Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk
mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat
tujuan strategi dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu,
agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan
strateginya, setiap tujuan strategi yang ditetapkan akan memiliki
indikator kinerja ( performance indikator ) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Nguling Kabupaten
Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri - ciri
sebagai berikut :

a. Berkesejahteraan;

b. Mandiri;

c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional
maupun global,;

d. Memiliki integritas moral, etika, spiritual baik individu maupun
sosial;

e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai - nilai
kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran stratejik Kecamatan Nguling merupakan
bagian integral dalam proses perencanaan strategi Pemerintah
Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk
mengendalikan serta memantau pencapaian kinerja untuk lebih
menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang
sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan

kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-



sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan
stratejik yang terkait. Dengan demikan, apabila seluruh sasaran
yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan
stratejik terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung
pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikan, apabila
seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan
bahwa tujuan strategi terkait juga telah dapat dicapai.

Strategi pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan
demikan, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai,
maka diharapkan bahwa tujuan akan tercapai melalui tabel 3.1

sebagaimana terlampir.

Tabel 3.1

Perubahan target IKU/SPM/IKK TAHUN 2024

~

No

Uraian

IKU/
SPM/
IKK

Satuan

Realisasi
2023

Target 2024

Awal

Perubahan

Tujuan :

Meningkatnya Kwalitas
Pelayanan Di Tingkat
Kecamatan

Indikator :

Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM ) Kecamatan

IKU

99.08

99.08

99.08

1.1

Sasaran PD :

Meningkatnya Hasil Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan,Pelayanan Publik

dan Pemberdayaan Desa.

Indikator :

Indeks Penyelenggaraan

Kecamatan .

IKU

Persen
(%)

100%

100%

100%

1.2

Sasaran PD :

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

IKU

74.60

75

75




3.2. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang

diampu oleh suatu organisasi.

Adapun kegiatan merupakan suatu

tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu

sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Yang berpedoman pada

tahun sebelumnya maka program-program serta kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

PROGRAM

KEGIATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Perencanaan,Penganggarkan,dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1)

2)

3)
4)

5)

1)
2)

1)

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Administrasi Kenangan Perangkat

Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

2) Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

3) Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetakan dan

Pengadaaan

Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milk Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan Mesin dan Laiannya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya

Air dan Listrik




1)

2)
3)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya
Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

1)

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

1)

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektivitas Kegiatan
Pemeberdayaan Masyarakat Di Wilayah
Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI
DAN KETENTRAMAN
UMUM

1)

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertuban Umum
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh
Agama dan Tokok Masyarakat

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN DESA

1)

2)

Fasilitasin Rekomendasi Dan Koordinasi
Pembinaan Dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman
Dan Ketertiban Umum

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat
daerah KecamatanNguling Tahun 2024 , dan perkiraan maju

Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Rencana Program dan Kegiatan
Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Nguling
untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan

misi Kecamatan Nguling. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan



misi Kecamatan Nguling akan menunjang tercapainya visi dan misi

Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran
dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan
melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau
beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian
dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan
kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan
terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program
perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas

kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai
pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan
pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka
pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika
ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran  indikator kinerja  Kecamatan  Nguling
berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama
sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat
eselon II[/OPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya
menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut,
indikator kinerja Kecamatan Nguling disusun dibatasi dengan
menggunakan indikator keluaran

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh
Kecamatan Nguling adalah meliputi internal Kecamatan,
Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan
berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan
Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Nguling, yang
salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi
masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka

peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan



prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra
Kecamatan Nguling 2018-2025.

Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh
Kecamatan Nguling bersumber pada dana APBD Kabupaten
Pasuruan. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian,
Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi
maupun DAK dari Instansi induknya.



BAB IV
PENUTUP
Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang
akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Nguling
dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin
terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Nguling.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan
semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders
(pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Nguling dalam
rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi
Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis
(Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kinerja ( Perubahan Renja )
Tahun 2024 atau tahun pertama, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai
berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga
implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat
dipertanggungjawabkan;

2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara
intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan
motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis
yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung
keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan
rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang
telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah
dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang
terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas
yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari
rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan
pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya
komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk
memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai

dengan rencana strategis yang telah dibuat;



4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan
di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui

tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat

S. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran
dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian
terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan
penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian
visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga
rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan

bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamin.

Pasuruan, 31 Mei 2024
C T NGQULING

e

YOHADI,SH.MM
Pembina

Nip. 19690411 199202 1 001




BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nguling (Perubahan Renja
Kecamatan Nguling) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen
perencanaan tahunan Kecamatan Nguling yang disusun dengan berpedoman
pada Perubahan Renstra Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026 serta Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang
berkembang, sehingga menjadi satu kesatuan dalam mendukung pencapaian Visi
dan Misi Daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut :

a. Seluruh pejabat dan staf Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan secara
bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk :
¢ Melaksanakan Perubahan Renja 2024 dengan sebaik baiknya sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
e Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja
Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA) dengan
berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan
Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

TELAH DITELITI Pj. BUPATI PASURUAN,

Pejabat Tanggal | Paraf

Sekretaris Daerah

Asisten PKR \

Kepala Bappelitbangda C

Camat Nguling [YANTO
Kepala Bagian Hukum M S

Sekretaris Camat

Kabid. PPM. Bappelibangda
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